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Abstrak 
Luasnya lahan yang dimiliki oleh Pemerintah seringkali tidak diimbangi 
dengan tersedianya dana yang cukup untuk mengembangkan !ahan 
potens1al tersebut menjadi proyek yang profitable. Sebagai jalan keluarnya, 
Pemerintah menggandeng pihak swasta untuk membentuk kerja sama Build-
Operate- Transfer (BOT). Namun ternyata dalam kerja sama ini, tidak semua 
hak alas tanah dapat dipergunakan dan memberikan per!indungan bagi 
kepentingan para pihak, khususnya pihak swasta. 
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PENDAHULUAN 
Build-Operate-Transfer (BOT) adalah suatu bentuk kerja sama dalam 
bidang properti yang berkaitan dengan tanal>dan bangunan. Di Indonesia, 
lembaga BOT biasanya terbentuk atas kerja sama Pemerintah dengan pihak 
swasta sebagai pengembang (developer). Pemerintah dalam hal ini dapat 
saja Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun 
lembaga ini juga dapat dipergunakan dalam kerja sam a an tara pemilik tanah 
yang bukan Pemerintah dengan pihak pengembang. 
Pemerintah Daerah atau BUMN pacta umumnya memiliki aset dalam 
bentuk tanah pada lokasi-lokasi yang sangat strategis. Akan tetapi 
pengembangannya terhambat oleh kurangnya modal dari Pemerintah Daerah 
a tau BUMN yang bersangkutan. Kendala lain yang muncul adalah bahwa 
hasil pengembangan proyek tersebut akan menjadi aset negara dan tidak 
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dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, sebagai jalan keluarnya dapat 
dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang profesional 
dalam menangani pengembangan areal tanah untuk kepentingan bisnis. 
Dalam perjanjian kerja sama BOT, masing-masing pihak memiliki peranan 
dalam mewujudkan pengembangan properti di atas areal tanah yang menjadi 
obyek pengembangan sebagaiprofit centre berdasarkan win-wm operation. 
Dalam bentuk kerja sama BOT, pihak developer melaksanakan kegiatan 
konstruksi (termasuk pembiayaan suatu fasilitas infrastruktur), dan 
kemudian mengoperasikannya selama jangka waktu tertentu yang Ielah 
disepakati dalam kontrak. Selama masa pengoperasian. developer diijinkan 
untuk menarik biaya pcnggunaan terhadap pemakai yang nilainya tidak 
boleh melebihi nilai yang ditetapkan dalam kontrak. Biaya im dimaksudkan 
agar developer mendapatkan biaya pengembalian investasi, operasi, dan 
pemeliharaan proyek. Setelah pngka waktu yang telah disepakati berakhir 
(tidak boleh lebih dari 25 tahun kecuali diperpanjang oleh keputusan 
lainnya), developer harus menyerahkan seluruh fasilitas aset proyek kepada 
Pemerintah (Pusat atau Daerah) yang bersangkutan (Jaya. 1997: 45). 
Penguasaan areal tanah dalam perjanjian kerja sama BOT harus 
memperhatikan status hak atas tanah yang tersedia. Dalam hal pemil ik 
tanahnya adalah perorangan, maka status hak alas tanahnya dapat berupa 
Hak Milik atau Hak Guna Bangunan (HGB). seqangkan apabila pemiliknya 
adalah pihak swasta yang berbentuk badan hukum, maka status hak atas 
tanahnya dapat saja berbentuk HGB a tau Hak Pakai. walaupun Hak Pakai 
inijarang dipergunakan karena masih diperhitungkan segi keuntungan dan 
kerugiannya 
Hak atas tanah yang bagaimanakah yang dapat dipergunakan bagi 
kerja sama dalam bentuk BOTI Secara yuridis ternyata tidak semua hak 
atas tanah dapat dijadikan dasar untuk kerja sama BOT walaupun dalam 
praktek sering dipaksabn untuk tujuan tersebut sehingga para pihak yang 
terkait dalam kerja sama tersebut akan mengalami kesulitan dalam 





Tinjauan Hukum Tentang Build-Operate-Transfer (BOT) 
kreditur. 
4. Apabila terjadi sengketa. disarankan untuk mcmilih pengadilan negeri 
yang mempunyai yurisdiksi atas aset debitur a tau jaminan dari perjanjian 
tersebut. Dan agar terhindar dari keragu-raguan dan penolakan oleh 
pengadilan, pilihan yurisdiksi dalam perjanjian pokoknya harus 
disesuaikan dengan pilihan yurisdiksi perjanjianjaminannya. 
5. Menurut hukum Indonesia, tiap pihak yang akan mengakhiri perjanjian 
secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir harus mendapat izin dari 
pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas pelaksanaan perjanjian 
tersebut (pasal 1266 KUH Perdata). Apabila para pihak tidak 
memperjanjikan lain, ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 tersebut 
harus dipergunakan dan dimaksudkan untuk melindungi pihak yang 
lemah. 
4. Status Hak Atas Tanah dalam Perjanjian BOT 
Berdasarkan ketentuan Hukum Tanah Nasional, pada dasarnya Hak 
Milik (HM). Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), danHak 
Pakai (HPJ adalah hak atas tanah yang dapat diberikan kepada WNI atau 
Badan Hukum Indonesia, baik untuk keperluan pribadi atau bisnis. Apabila 
pemiliknya Pemda. maka status hak atas tamthnya dapat berupa Hak Pakai, 
Hak Pengelolaan atau Tanah Negara. Sedangkan apabila pemilik tanahnya 
adalah BUMN, maka status hak alas tanah yang dimungkinkan dapat berupa 
Hak Pengelolaan, HGB a tau Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan. 
Pihak-pihak yang akan mengadakan kerja sama BOT perlu 
mempertimbangkan dengan seksama mengingat status hak atas tanah yang 
tersedia harus dimampukan terlebih dahulu. Misalnya, jika yang menguasai 
tanah adalah Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah lainnya, maka 
tanah yang berstatus tanah negara harus dimohonkan Hak Pengelolaan 
sehingga bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan 
kepada pihak swasta dengan HGB atau Hak Pakai. 
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Pengelolaan seperti telah diuraikan di atas. 
Hak Pakai merupakan salah satu hak atas tanah yang akan menjadi 
primadona di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan menjelang abad 
ke-21 setelah dimasukkan sebagai hak atas tanah yang dapat dibebani hak 
tanggungan (pasal 4 ayat (2) UUHT) dan jangka waktunya dipertegas 
paling lama 25 tahun (PP no. 40/1996) namun dapat diperpanjang lagi 
selama 20 tahun serta dapat diperbaharui sepanjang tanah yang 
bersangkutan masih diperlukan. 
lnvestasi di alas tanah Hak Pakai dianggap lebih menguntungkan 
karena memiliki kewenangan yang sama dengan HGB dan perbedaanjangka 
waktunya relatif kecil. Sekalipun subyeknya berbeda namun Hak Pakai 
dianggap lebih menguntungkan karena lebih luas daripada HGB 
(Soemardjono, 1994: 4). Atas dasarpertimbangan tersebut, Hak Pakai saat 
ini semakin menarik untuk pengembangan properti. 
Apabila tanah tersebut milik instansi pemerintah atau Pemda berstatus 
Hak Pakai dengan jangka waktu tidak terbatas, pacta asasnya Juga hanya 
dapat dipergunakan langsung oleh fnstansi Pemerintah atau Pemda yang 
bersangkutan sehingga kalau dipergunakan untuk perjanjian BOT, devel-
oper tidak dapat ikut menguasai tanahnya. Sedangkan jika tanah yang 
tcrsedia berstatus HGB, developer tidak mungkin dapat ikut menguasai 
tanahnya karena pacta dasarnya HGB hanya dapat dipergunakan langsung 
oleh pemegang haknya. Di sinilah letak kelemahan yuridis perjanjian BOT 
yang sekarang berlangsung. 
Memang sudah seharusnya status hak alas tanah dalam BOT 
memungkinkan untuk dikuasai secara legal oleh pihak developer yang 
menjadi mitra kerja agar dapat memperoleh kepastian hukum dalam 
melaksanakan proyek pengembangan tersebut. Atau setidak-tidaknya de-
veloper yang bersangkutan dapat menguasai dengan HGB atau Hak Pakai. 
Dalam praktek BOT, legalitas penguasaan tanah oleh developer 
nampaknya kurang diperhatikan dengan dasar pemikiran bahwa pada saat 
perjanjian BOT berakhir akan kembali menjadi milik pemegang hak atas 
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